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Pembatalan perkawinan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya syarat
perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum. Salah
satu contohnya ialah putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA .Kbm, pengajuan
pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut dikarenakan wali nikah yang tidak sah. Tujuan penelitian
ialah untuk menganalisis tanggungjawab Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang tidak melakukan konfirmasi
atau penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen-dokumen dan wali nikah,

dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karenawali nikah yang tidak sah
terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama

pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif
analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ialah Pegawai Pencatat Nikah telah
lalai dalam memeriksa dokumen dan verifikas terhadap kebenaran wali nikah, semestinya memiliki
tanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Namun, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan, tidak mengatur mengenai sanksi apapun. Tindakan Pegawai Pencatat Nikah
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Akibat hukum pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon
dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah. Harta
benda dari perkawinan kembali seperti semula, harta bersama dibagi sesuai ketentuan pembagian harta
bersama, namun apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan
tersebut juga dinyatakan batal.</p><p> </p><p>Kata kunci: pembatalan, perkawinan, wali nikah yang tidak
sah.

...... The annulment of marriage still occursin people'slives, thisis due to the unfulfilled terms of marriage
thereby making the marriage invalid according to the regulation. One of the example is the judgment of the
Kebumen Religious Court Number 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm, the annulment of marriage in that judgment
because of the guardian isinvalid. The purpose of the study isto find out the responsibilities of the marriage
registrar who do not confirm or research the documents and marriage guardian, and legal consequences of
marriage annulment due to invalid marriage guardians of the position of the husband and wife, children and
marriage assets. The research method used is normative juridical, with descriptive analysis type, the research
used secondary data. The results of the study are that the Marriage Registrar has been negligent in
examining documents and verifying the truth of a marriage guardian, they should have responsibility for
such negligence. However, Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 regarding Marriage
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Registration, does not regulate any sanctions. The act of the Registrar of Marriage is against the law. So that
it can be subject to Article 1365 of the Civil Code. The legal consequence of a marriage cancellation isa
break in the relationship between the applicant and the respondent as husband and wife, the position of the
children born to remain legal children. Assets from remarriage are as before, shared property is divided
according to the provisions of shared property, but if the marriage is accompanied by a marriage agreement,
then the marriage agreement is also declared null and void.



